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Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VIII terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan. 

Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VIII yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi Pembangunan, pada bab ini juga ditampilkan program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal  (SPM) yang menjadi urusan pemerintah provinsi.

Indikasi rencana program pembangunan bagi sembilan SKPD yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikatornya masing-masing, diharapkan akan mengarah pada pencapaian target SPM dimaksud. Rencana program prioritas dan program lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam periode Tahun 2014-2019, selain bersumber dari APBD Provinsi, juga dari sumber lainnya seperti APBN, Dana Pinjaman, maupun swasta. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Provinsi Maluku selama kurun waktu Tahun 2014-2019 disajikan berdasarkan urusan dan SKPD penanggung jawab, sebagaimana tertera pada tabel berikut : 
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Provinsi Maluku 2014 – 2019
	9-1


	DRAFT RPJMD Provinsi Maluku 2013 - 2018
	XI-2



